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Abstract

This study aims to empirically prove about the effect of regulatory compliance, budget goals clarity,
and accounting control system on the performance accountability of government agencies. The
sample in this study are functional officials involved in managing the accountability of government
performance agencies in the Administrative Section of the Ministry of Industry of the Republic of
Indonesia Work Unit in Lampung Province. The sampling technique in this study was purposive
sampling. The analytical method used in this study is multiple linear regression using the SPSS
Version 25 analysis tool. The results of this study indicate that regulatory compliance, budget goals
clarity, and accounting control system had an effect on performance accountability of government
agencies in the Ministry of Industry Republic of Indonesia Work Unit in Lampung Province.

Keywords: Regulatory Compliance, Budget Goals Clarity, Accounting Control System, Performance
Accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kepatuhan regulasi,
kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Sampel dalam penelitian ini adalah pejabat fungsional yang terlibat dalam pengelolaan
akuntabilitas kinerja pemerintah pada Bagian Tata Usaha Satuan Kerja Kementerian Perindustrian
Republik Indonesia di Provinsi Lampung. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah
purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier
berganda dengan menggunakan alat analisis SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kepatuhan regulasi, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Perindustrian
Republik Indonesia di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Kepatuhan Regulasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Akuntansi,
Akuntabilitas Kinerja

mempunyai hak dan wewenang untuk meminta,

1. Pendahuluan menyajikan, menginformasikan, dan
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak ~ menyebarluaskan akuntabilitas  tersebut.
pemegang amanah (agent) untuk Akuntabilitas publik merupakan pemberian
mempertanggung jawabkan segala kegiatannya mforr_na3| dan pengungkapan atas akt|V|ta§ dan
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Dengan informasi
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dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan
mampu menjadi subjek pemberi informasi atas
aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan
secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten
dan dapat dipercaya [1]

Pemerintah sebagai poros pengendalian
negara memiliki peran yang sangat penting
dalam  melayani kebutuhan  masyarakat.
Kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian
yang tidak dapat ditinggalkan karena memiliki
pengaruh langsung dengan Kinerja instansi
pemerintah.  Akuntabilitas adalah  bentuk
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi
organisasi dalam rangka mencapai maksud dan
target yang sudah ditetapkan organisasi tersebut
melalui media secara berkala [2]. Bentuk
pertanggungjawaban instansi pemerintah yaitu
dengan mempersiapkan, menyusun, serta
menyajikan informasi Kinerja secara tertulis,
berkala, serta melembaga. Semua
pengungkapan  tersebut dicantumkan di
dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) [3].

Berdasarkan  laporan  hasil  evaluasi
pelaksanaan SAKIP pada Satker Kementerian
Perindustrian Provinsi Lampung tahun 2020
dan 2021, ditemukan bahwa salah satu Satker di
Provinsi Lampung memiliki hasil penilaian
dengan predikat “CC” dalam penilaian SAKIP
tahun 2020, dan predikat “A” dalam penilaian
SAKIP tahun 2021. Dari hasil predikat yang
diperoleh dari unit Satker Kementerian
Perindustrian di Provinsi Lampung yang sangat
berbeda secara signifikan, sehingga perlu
adanya kajian lebih mendalam terkait dengan
adanya perubahan signifikan tersebut.

Menurut [4], agar terwujudnya akuntabilitas
pada sektor publik maka perlu kejelasan atas
tujuan sasaran anggaran. Kejelasan Sasaran
Angaran  merupakan sejauhmana tujuan
anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik
[5], apabila sasaran anggaran suatu organisasi
jelas maka tujuan yang ingin dicapai oleh
organisasi dapat dipersiapkan secara memadai.
Selain itu, banyaknya tuntutan publik terhadap
organisasi sektor publik agar menjalankan
aktivitasnya dengan  menjaga  kualitas,
profesionelisme dan tanggung jawab publik.
Oleh karena itu, dalam akuntabilitas diperlukan
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adanya pengawasan terhadap organisasi sektor
publik tersebut.

Sistem akuntansi merupakan bagian yang
sangat penting dalam spektrum mekanisme
kontrol keseluruhan yang digunakan untuk
memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi
tindakan-tindakan para manajer dan karyawan
di suatu organisasi. Penggunaan sistem
pengendalian akuntansi memungkinkan kepala
instansi membuat keputusan-keputusan yang
lebih baik dan melakukan kontrol operasi
dengan lebih efektif dan efisien [6]. Sistem
pengendalian akuntansi diperlukan untuk
menyusun rencana, metode, dan prosedur
organisasi untuk menjaga kekayaan instansi dan
reliabilitas data keuangan, sehingga
pelaksanaan kinerja keuangan dapat berjalan
dengan baik guna memudahkan proses
pengambilan keputusan. Penelitian ini berupaya

mengisi kesenjangan dari hasil penelitian
terdahulu ([7]; [6]; [4); [3]; [2]) dengan
menggunakan 3 (tiga) faktor  hasil
mengkolaborasikan ~ penelitian  terdahulu.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka
tujuan penelitian ini adalah menguji dan
memberikan bukti empiris mengenai pengaruh
kepatuhan regulasi, kejelasan sasaran anggaran,
dan sistem pengendalian akuntansi terhadap
akuntabilitas  kinerja pada Kementerian
Perindustrian provinsi Lampung.

2. Tinjauan Pustaka dan Perumusan
Hipotesis

Teori Keagenan dan Akuntabilitas Kinerja
Agency theory merupakan teori yang
menjelaskan hubungan keagenan dimana suatu
pihak tertentu (principal) mendelegasikan
pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang
melakukan  pekerjaan.  Agency  Theory
menganalisis susunan kontraktual di antara dua
atau lebih individu, kelompok, atau organisasi
satu pihak (principal) membuat suatu kontrak,
baik secara implisit maupun eksplisit dengan
pihak lain (agent) dengan harapan agen akan
bertindak atau melakukan pekerjaan seperti
yang diinginkan  oleh  principal  [8].
Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh
aparatur atas segala sesuatu yang telah
dilakukan  dalam sebuah  pemerintahan,
sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi
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dalam
dari

sebuah faktor penting
mempertanggungjawabkan kinerja
pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat.
Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan
adanya kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan
dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut Semakin
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
bersih, telah mendorong pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang
jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal
dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah  (SAKIP). Penerapan sistem
tersebut bertujuan agar penyelenggaraan
pemerintahan dan  pembangunan  dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini
kemudian dituangkan dalam dokumen LAKIP.

Pengembangan Hipotesis
Kepatuhan Regulasi dan Akuntabilitas Kinerja

Ketaatan pemerintah daerah untuk
menyampaikan kinerjanya kepada publik
merupakan bentuk kepatuhan pemerintah
daerah  terhadap  peraturan  perundang-
undangan.  Seluruh instansi  pemerintah
diwajibkan  untuk  membuat  Laporan

Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah dengan memperhatikan
sistem anggaran pemerintah saat membuat dan
menyampaikan laporan pertanggung jawaban
keuangan. Akuntabilitas kinerja pemerintah
dapat terwujud dengan baik jika pemerintah taat
pada peraturan perundang-undangan yang
berkaku [8], peraturan perundang-undangan
memiliki kekuatan mengikat sehingga instansi
pemerintah dapat terhindar dari fraud dan fokus
pada pencapaian kinerja. Hasil penelitian
terdahulu ([6]; [9]; [10]) menunjukkan bahwa
kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas kinerja.
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Hi: Kepatuhan Regulasi Berpengaruh Positif
Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas
Kinerja
Anggaran yang telah ditetapkan dalam instansi
pemerintah harus dapat menjadi tolak ukur
pencapaian Kinerja yang diharapkan, sehingga
dalam melakukan perencanaan instansi harus
bisa menggambarkan sasaran Kkinerja secara
jelas. Menurut [5], kejelasan sasaran anggaran
merupakan cerminan dari sejauh mana tujuan
anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik
dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat
dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab
atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh
sebab itu, sasaran anggaran daerah harus
dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat
dimengerti oleh mereka yang bertanggung
jawab untuk menyusun dan melaksanakan
kegiatan anggaran. Adanya sasaran anggaran
yang jelas, maka akan mempermudah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam
rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran  yang telah  ditetapkan
sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu [7]; [4];
[2]; [11]) menunjukkan bahwa Kejelasan
Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas kinerja.
H.: Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh
Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Sistem Pengendalian Akuntansi dan
Akuntabilitas Kinerja

Penggunaan sistem pengendalian akuntansi
memungkinkan kepala instansi membuat
keputusan-keputusan yang lebih baik dan
melakukan kontrol operasi dengan lebih efektif
dan efisien [11], dengan diterapkannya sistem
pengendalian akuntansi yang efektif, efisien,
dan ekonomis akan mampu meningkatkan
kepercayaan publik terhadap kinerja instansi
sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik [12]. Hasil
penelitian [13] menunjukkan bahwa adanya
kelemahan sistem pengendalian akuntansi dapat
berpengaruh terhadap kelemahan pelaporan
keuangan  sehingga membuka peluang
terjadinya fraud. Hasil penelitian terdahulu (
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[1]; [2]; [6]; [14]) menunjukkan bahwa
Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas kinerja.
Ha:  Sistem Pengendalian
Berpengaruh Positif
Akuntabilitas Kinerja

Akuntansi
Terhadap

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan paradigma
positivistik yang mengutamakan hubungan
kausalitas antar variabel, untuk menjelaskan
hubungan antara variabel serta pengaruhnya
terhadap suatu variabel lainnya. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling
dengan kriteria adalah pejabat fungsional
Kementrian Perindustrian Prov. Lampung yang
berkaitan dengan  penyusunan  Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dengan masa kerja >1 Tahun. Dalam penelitian
ini  digunakan  data  primer  dengan
menggunakan metode survei berupa kuesioner
yang disebarkan secara langsung yang berisikan
persepsi responden terhadap pertanyaan terkait
variabel yang berkaitan dengan persepsi pejabat
fungsional Kementrian Perindustrian Prov.
Lampung mengenai Akuntabilitas Kinerja.
Dalam penelitian ini variabel diukur dengan
skala Likert dengan menggunakan indikator
yang berbeda-beda.

Penelitian ini menggunakan Partial Least
Square-Structural Equation Modeling (PLS-
SEM) sebagai alat analisis multivariat. Alat
analisis model persamaan struktural berbasis
varian yang secara bersama-sama mampu
melakukan pengujian model pengukuran (outer
model) maupun model struktural (inner model)
[15]. Model pengukuran dalam model
persamaan struktural menunjukkan hubungan
antara konstruk independen dengan konstruk
dependen, model ini juga menunjukkan
hubungan antara indikator dengan konstruk.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Warp-PLS 7.0 untuk menjelaskan
hubungan antar konstruk linier dan non-linier
yang diestimasi dengan melihat Scatter Plots
dan dapat menjelaskan output indirect effect,
total effect, average variance extracted, dan
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composite realibility untuk

menghitung manual [16].

tanpa harus

4. Pembahasan

Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan secara offline dengan kuesioner yang
disebarkan secara langsung kepada pejabat
fungsional Kementrian Perindustrian Prov.
Lampung yang berkaitan dengan penyusunan
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah dengan masa kerja >1 Tahun.
Penyebaran kuesioner dilakukan sejak 2 Januari
2023 — 18 Januari 2023. Didapatkan 79
eksemplar kuesioner yang dikembalikan, akan
tetapi hanya 36 eksemplar kuesioner yang dapat
diolah dikarenakan hasil analisis outlier dan
missing value tidak memenuhi syarat dari PLS-
SEM.

4.1. Evaluasi Outer Model

Penelitian ini menggunakan pengujian validitas
yang dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap
pertama uji validitas konvergen dan tahap
kedua uji validitas diskriminan. Kiriteria uji
validitas konvergen dikatakan valid jika nilai
indikator loading factor > 0,70 dan semua
konstruk memiliki nilai average variance
extract (AVE) > 0,50 [17]. Pada penelitian ini
seluruh indikator memiliki cross-loadings
factor > 0,70, dan seluruh nilai AVE tiap
variabel > 0,50 yang dapat terlihat pada Tabel
2. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji validitas
konvergen adalah valid.

Tabel 1. Nilai AVE untuk Setiap Konstruk
AKPK KRPK  KAPK SPAK
AVE | 0.839 0.74 (.76 0.753
Selanjutnya untuk pengujian validitas tahap
kedia adalah validitas diskriminan, suatu
variabel dikatakan sesuai jika indikator variabel
memiliki nilai loading paling tinggi pada
kelompok variabelnya sendiri [17]. Hasil uji
diskriminan validitas dapat dilihat pada Tabel 3.
Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji validitas
diskriminan adalah valid.
Tabel 2. Validitas Diskriminan

AKPK KRPK KAPK  SPAK
AKPK 0731
KRPK 0.398 0916
KAPK 0293 0453 0.797
SPAK 0594 0480 0.365 0.780
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Pengujian reliabilitas digunakan untuk menilai
reliabilitas pada konstruk reflektif dengan
menggunakan hasil dari nilai Cronbach's Alpha
dan nilai composite reliability > 0,70 [17]. Hasil
uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.
Table 3. Reliability Parameter Value

Indicator Cronbach’s Alpha Composite Reliability
AKPK 0.12 0.80
KRPK 081 0.87
KAPK 0.86 0.90
SPAK 082 0.87
4.2. Analisis Model Struktural - Uji Hipotesis

Hasil dari analisis pengaruh Kepatuhan
Regulasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan
Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap
Akuntabilitas  Kinerja menunjukkan nilai
koefisien determinasi atau R? sebesar 0,889,
dari hasil tersebut berarti seluruh variabel bebas
(kepatuhan  regulasi, kejelasan  sasaran
anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi)
mempunyai kontribusi sebesar 88,9% terhadap
variabel terikat (Akuntabilitas Kinerja), dan
sisanya sebesar 11,1% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain yang diluar penelitian.
Tabel 4. Model Fit (Kualitas Model)

Infetor ke Nl Sera Kook 219 Kesimpuln

0 Dt

R pcoefint(4PC) (34, 001 ) i

Ao e (RS 0380, Pl ) bing

e st Reqared (MRS) 307 PO ) Dirng

Aot ok VI AV W Dieomejlacs e lacld I

Rl collegy VP (AFVE) 380 Dl o<l g
i 040

)
Toenas OF GoF) 5 Lemh> ), Seda>028 Kuat 2030 Mock Kue

D

Penelitian ini memiliki 3 hipotesis, dari hasil
analisis statistik dengan menggunakan Warp-
PLS 7.0 menunjukkan bahwa semua hipotesis
penelitian terdukung. Hasil pengujian hipotesis
pertama menyatakan menyatakan bahwa
kepatuhan  regulasi  berpengaruh  positif
terhadap akuntabilitas kinerja. pelaksanaan
penerapan akuntabilitas haruslah didukung oleh
peraturan perundangan yang memadai seperti
penerapan reward system dan punishment

secara  konsisten  dapat  memperbaiki
akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.
Peraturan perundangan diciptakan untuk

menjaga agar roda pemerintahan dapat berjalan
dengan baik, karena itu perlu dilakukan
pengawasan guna memastikan ketaatan
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terhadap peraturan yang telah dibuat betul-betul
dilaksanakan, dan dilakukan tindakan tegas atas
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini
berlaku bahwa semakin tinggi ketaatan pada
peraturan perundangan maka semakin tinggi
pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
yang dihasilkannya.
Gambar 1. Hasil Analisis Jalur

(R)12i

(R)7i

AKPK
(R)10i

(P<0.01)

(=0.64
(P<0.01)

R?=0.88

KAPK
(R)9i

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas kinerja. Kondisi ini
memperlihatkan  bahwa adanya sasaran
anggaran yang jelas, maka akan mempermudah
aparat pemerintah dalam menyusun anggaran
untuk mencapai target-target anggaran yang
telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari
aparatur instansi akan berimplikasi pada
komitmen untuk bertanggung jawab terhadap
penyusunan anggaran tersebut. Dengan
demikian, semakin jelas sasaran anggaran
aparatur instansi sehingga dapat mengurangi
senjangan anggaran pada instansi pemerintah.
Ketidakjelasan sasaran anggaran akan membuat
ketidakpuasan dalam bekerja, implikasinya
pada penurunan Kinerja yang berarti juga
penurunan akuntabilitas kinerja organisasi [18].

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa
sistem pengendalian akuntansi berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas kinerja. Sistem
pengendalian akuntansi  diperlukan untuk
menyusun rencana, metode, dan prosedur
organisasi untuk menjaga kekayaan perusahaan
dan reliabilitas data keuangan. Ekonomis,
efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi
pemerintah kepada masyarakat, merupakan
salah satu indikator kinerja pemerintah.
Tercapainya indikator tersebut merupakan
suatu prestasi yang dapat menuingkatkan
kualitas  akuntabilitas  Kinerja  instansi
pemerintah daerah yang bersangkutan [19].
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5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah kami

lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Kepatuhan regulasi berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas kinerja

2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas kinerja

3. Sistem pengendalian akuntansi berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas kinerja

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan
dan saran untuk penelitian selanjutnya.
Pertama, beberapa butir pertanyaan pada
instrumen penelitian (kuesioner) menggunakan
konsep-konsep yang digunakan secara umum
sehingga mepengaruhi kualitas instrumen yang
digunakan sebagai alat pengumpulan data.
Disarankan penelitian  selanjutnya perlu
memperhatikan  spesifikasi dan  kualitas
instrumen pengumpulan data agar dapat lebih
mencerminkan organisasi yang sedang disoroti.
Kemudian, hasil kuesioner dibuat berdasarkan
persepsi responden sehingga sulit untuk
mengontrol bias dari jawaban responden,
diperlukan wawancara untuk memperoleh data
yang lebih akurat, dan mengkonfirmasi jawaban
dari responden.
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